BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pengaturan tentang pelaksanaan pungutan di satuan pendidikan
sebagaimanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum
yang kuat untuk dilaksanakannya pungutan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya pada tingkat pendidikan
menengah. Nomenklatur pungutan sebagaimana diatur dengan PP Nomor
48 Tahun 2008 apabila ditinjau berdasarkan UU Sisdiknas adanya
ketidaksinkronan. UU Sisdiknas sebagai aturan dasar munculnya PP Nomor
48 Tahun 2008 tersebut sama sekali tidak mengatur sumber pendanaan
pendidikan yang dapat bersumber melalui pungutan. Dengan demikian,
ditinjau dari UU Sisdiknas bahwa satuan pendidikan tidak mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan pungutan terhadap peserta didik atau
orangtua/wali peserta didik pada satuan pendidikan menengah, termasuk
sekolah-sekolah SMAN/SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta
dikarenakan tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur pelaksanaan

pungutan pendidikan yang setingkat dengan undang-undang.

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan sebaiknya direvisi pada bagian yang mengatur tentang
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sumber pendanaan pendidikan yang salah satunya dapat bersumber dari
pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya sesuai peraturan
perundang-undangan. Dalam hal ini PP Nomor 48/2008 menambah
regulasi yang memperjelas siapa yang berwenang melaksanakan
pungutan pada satuan pendidikan serta prosedur dalam menjangkau
sumber-sumber dana pendidikan melalui pungutan. Dengan demikian
adanya jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan
pelaksanaan pungutan di satuan pendidikan menengah termasuk di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

. Pemerintah harus melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah negeri
terutama sekolah di tingkat SMAN/SMKN dan sederajatnya serta
kepada masyarakat tentang pengaturan pelaksanaan pungutan
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, dan ayat (5)
huruf ¢ PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam
hal ini dimaksudkan supaya peserta didik atau orang tua/wali dan
masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas terhadap Peraturan
Pemerintah tersebut.

. Sekolah harus mengubah mindset yaitu kebiasaan-kebiasaan dari
sekolah itu sendiri yang menganggap pelaksanaan pungutan adalah hal
yang wajar dilakukan terutama di tingkat pendidikan sekolah menengah
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah dalam semua
tingkatan pada dasarnya memahami bahwa sekolah dilarang melakukan

pungutan. Oleh karena itu, sekolah harus bisa membedakan antara
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sumbangan dan pungutan, sebab sekolah sering memberikan label
sumbangan pada penggalangan dana partisipasi dari masyarakat, namun
di dalamnya mengandung unsur pungutan, karena sifatnya yang wajib
dan dikaitkan dengan hak-hak siswa dalam memperoleh layanan

pendidikan.
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